PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1977
TENTANG

PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7

Mengingat : 1.

2.

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dan
yang sebelumnya;

bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, maka
penyesuaian pensiun pokok bagi mereka yang dipensiunkan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, diadakan
secara bertahap;

bahwa untuk penyederhanaan administrasi dipandang perlu
menetapkan pembulatan pensiun pokok yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai
Negeri Sipil Serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3024);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor
11, tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);


http://www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK
BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA.

Pasal 1

(1) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Janda/Duda yang
dipensiunkan sejak tanggal 1 Januari 1977, terhitung mulai 1 April 1977
disesuaikan pensiun pokoknya sebagai tersebut dalam Daftar I-A s/d I-D,
lI-A s/d II-D, dan IlI-A s/d 1lI-D lampiran Peraturan Pemerintah ini.

2 Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan Keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh
Presiden dalam lingkungannya masing-masing.

3) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk
menyesuaikan pensiun pokok tersebut, dengan suatu Keputusan
tersendiri.

Pasal 2

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Janda/Duda yang pensiun
pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977,
dibulatkan pensiun pokoknya sebagaimana tersebut dalam Daftar IV-A s/d V-
D, V-A s/d V-D, dan VI-A s/d VI-D.

Pasal 3

Diatas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga
dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-
masing.
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